
BUPATI LAMONGAN 

PRO VIN SI JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 16 TAHUN 2022 

TENTANG 

[ SALINAN ) 

PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI BERUPA BUNGA/DENDA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

YANG TERUTANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak 

untuk melunasi pajak terutang pada situasi dan 

kondisi pemulihan perekonomian akibat Covid-

19 yang telah terjadi dan sebaga i upaya 

peningkatan penenmaan Pendapatan Asli 

Daerah, diperlukan instrument kebijakan di 

bidang perpajakan daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, 

Kepala Daerah diberi wewenang untuk 

mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administrasi berupa bunga/ denda dan kenaikan 

pajak yang terutang menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Penghapusan Sanksi Administrasi 

berupa Bunga/Denda Pajak Bu mi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang 

Terutang dengan menetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
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Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur 

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 9) 

sebagaimana telah diuba h dengan Unda ng

Undang Nomor 2 Tahun 1965 ten tang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daera h -Daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi J awa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 

Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahu n 1985 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 

68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaima n a telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1997 Nomor 42, Tambahan Lembara n Negara 

Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 

tentang Penagihan Pajak dengan Sura t Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambahan Lembara n Negara 

Republik Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 

tentang Pengadilan Pajak (Lembara n Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4189); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Ta mbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerinta h Pusat 

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5950); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

186); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 10); 
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14.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 

4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

15.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 

Nomor 2); 

16.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16.1 

Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembetulan, 

Pembatalan, 

Pembebasan 

Pengurangan Ketetapan, 

dan Penghapusan a tau 

Pegurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah 

(Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 

2019 Nomor 16.1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN 

SANKS! ADMINISTRASI BERUPA DENDA/BUNGA 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESMN DAN 

PERKOTMN YANG TERUTANG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 

dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Lamongan. 

3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BAPENDA, adalah Bad an 

Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. 

5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi 
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atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan Daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus 

dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, 

atau dalam bagian tahun pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang

undangan perpajakan daerah. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB

P2 adalah pajak atas bumi da n / a tau 

bangunan yang dimiliki, dikuasai, da n / atau 

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. 

8. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang bertanggungjawab atas 

pembayaran pajak, termasuk wakil yang 

menjalankan hak dan memenuhi kewajiban 

wajib pajak menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpaj akan daerah. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 

Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong 

pajak, dan pemungut pajak, yan g 

mempunyai hak dan kewajiban perpaja kan 

sesua1 dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau 

modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melakukan usaha maupun yang tidak 

melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komantider, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau 

Badan U saha Milik Desa, dengan n a m a da n 

dalam bentuk apapun, firma, kon gsi , 

koperasi, dan dana pensiun, persekutuan, 

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 

organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan la innya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap. 

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang 
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selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 

yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan penghitungan dan/ a tau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau 

bukan objek pajak, dan/ atau harta dan 

kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan 

formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke Kas Daerah melalui tempat 

pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 

jumlah kekurangan pembayaran pokok 

pajak, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah pajak yang harus dibayar. 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah 

surat ketetapan pajak yang menentukan 

besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran 

pokok pajak, besarnya sanksi administratif, 

dan jumlah yang masih harus dibayar. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan yang menentukan tambahan atas 

jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang 

selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat 

ketetapan yang menentukan jumlah pajak 

terhutang sama besarnya dengan jumlah 

kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 

tidak ada kredit pajak. 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah 

surat ketepan pajak yang menentuan jumlah 

kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah 
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kredit pajak lebih besar daripada pajak yang 

terutang atau tidak seharusnya dibayar. 

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang 

selanjutnya disingkat STPD adalah surat 

untuk melakukan tagihan pajak dan / a tau 

sanksi administratif berupa bunga da n / a tau 

denda. 

19. Sanksi Administratif adalah tanggungan a tau 

pembebanan diluar pokok pajak yang 

terutang berupa denda sebesar 2% (dua 

persen) per bulan untuk jangka waktu paling 

lama 24 (dua puluh empat) bulan s ebagai 

akibat keterlambatan pembayaran pajak 

yang terutang. 

Bagian Kedua 

Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Pasa12 

Peraturan Bupati m1 dimaksudkan sebagai 

pedoman dalam penghapusan sa nksi 

administrasi berupa bunga/ denda PBB-P2 yang 

terutang di Kabupaten Lamongan. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : 

a . mendorong partisipasi wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran pajak daerah; 

b. mengoptimalkan upaya penenmaan daerah 

dari sektor pajak daerah; 

c. mengoptimalkan upaya penyelesa ia n 

tunggakan pajak daerah. 
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Pasa l 4 

Penghapusan sanksi administratif pajak daerah 

berupa bunga/ denda diberikan kepada wajib 

pajak yang belum melakukan pembayaran atas 

pajak terutang sampai dengan tahun 2021 

khusus untuk PBB-P2. 

BAB II 

PELAKSANAAN 

Bagian Kesatu 

Waktu 

Pasal 5 

( 1) Pelaksanaan penghapusan sanksi administratif 

PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

berlaku mulai tanggal 3 Pebruari 2022 sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2022 . 

(2) Jangka waktu pelaksanaan penghapusan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diperpanjang atau ditetapkan kemba li dengan 

Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 

Teknis Pelaksanaan 

Pasal 6 

(1) Wajib Pajak dapat membayar secara langsung 

pajak yang terutang ke tempat pembayaran 

yang telah ditunjuk. 

(2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) sebagai berikut: 

a. Bank Jatim; 

b. Bank Mandiri; 

c. Bank BNI; 

d. Tokopedia / Indomaret / Alfamart. 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal 31 Januari 2022 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd . 

YUHRONUR EFENDI 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 31 Januari 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ttd. 

MOH. NALIKAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 16 


